PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI PROVINS
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraamingestrasi
Pemerintahan di Daerah, arsip merupakan bagiannbaha
pertanggungjawaban nasional yang harus dikelola,
dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagdiab
bukti, bahan penelitan dan diberdayakan untuk
kelangsungan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan
dan Kemasyarakatan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, wewenang dan
tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan, sepeamuhny
menjadi tanggung jawab Pemerintah;

c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, agar dapat dilaksanakan secara beglaya
dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur
Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Kalimantanufi
dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956nhtate
Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalamant
Barat,Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi taltan
Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 );

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahih 19
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964 );

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 ),

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 );
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip ( Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141 );

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentatsy Ta
Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Nomor 194; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3912);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentatey Ta
Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikro
Film atau Media Lainnya Dan Legalisasi ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3913 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Arsip Statis;

Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nioéo
Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan TatgaKer
Lembaga/Badan Teknis Pemerintan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur ;

Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan argip da
Bencana Alam, Kebakaran, dan Akibat Perang.

Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tangdali 1
2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayo
MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 da
mengangkat Sdr. Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc sehiag).
Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa
Jabatan Tahun 2008-2013.



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan PerangkaaliDaebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur

4. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Badan Arsip Dagaaly dibentuk
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang mempurk@venangan
mengelola kearsipan di lingkungan Pemerintah PeoWalimantan Timur.

5. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pewseeriatah Daerah
yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalamgka
penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari eSmkat Daerah,
Sekretariat Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis Dadrahingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

6. Kearsipan adalah kegiatan penyelenggaraan pengelokrsip dari
masa penciptaan sampai dengan penyusutan darapalest

7. Unit Kearsipan adalah Unit kerja yang secara fuorgdi

mengkoordinasikan, n membina, @ mengawasi dan  mengamahk

mengendalikan dan menangani kearsipan pada instansi

8. Unit Pengolah adalah Unit yang melaksanakan tugé®kodan fungsi
organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sebagaicipta dan
pengguna arsip aktif.
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Arsip adalah :

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh bgadtembaga
Negara dan Badan-badan Pemerintah dalam bentukallak apapun
baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalamgka
pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh B&ddan Swasta
dan atau perorangan dalam bentuk dan corak apapark dalam
keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangkakssiaan
kehidupan kebangsaan.

Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan setamgsung dalam
perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidlge®angsaan
pada umumnya atau dipergunakan secara langsung @alayelenggaraan
administrasi Negara.

Arsip Dinamis Aktif adalah arsip yang secara lamgsuerus menerus
diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggamd@amestrasi Negara.

Arsip Dinamis In Aktif adalah arsip yang frekuensenggunaannya
untuk penyelenggaraan administrasi Negara sudahnnmen

Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakarasa langsung untuk
perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangssda ymumnya
maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari admisistiegara.

Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibaegats, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yangermerg untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan.

Tenaga Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil kecéabiparis
yang melakukan kegiatan kearsipan pada Instanse .

Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkada kegunaannya bagi
kepentingan pengguna arsip.

Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu sirspatu arsip atas dasar
nilai guna yang terkandung di dalamnya.

Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi atemt jangka
waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebaghrpan penyusutan
arsip.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan sesigira memindahkan
arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsiparemusnahkan arsip yang
tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip stati®&dan Arsip Daerah

Provinsi Kalimantan Timur.



20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidierdahal dan menurut

cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencserta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuanig tindak pidana

yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB 11
TUJUAN KEARSIPAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah :

a.

Menyediakan  bahan perencanaan, pelaksanaan dan uasval
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan y&raladan;

Menyediakan bahan pertanggungjawaban Pemerintataiae

Menjamin keselamatan, keamanan dan kelestariap aetagai sumber
informasi, bahan bukti, bahan penelitian, dan vaarisudaya bangsa.

BAB |11
KEWAJIBAN KEARSIPAN

Pasal 3

Guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsiplagagmana dimaksud
dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.

membentuk Lembaga Kearsipan Daerah dan Unit-uréirskgan pada
Perangkat Daerah;

mengangkat tenaga-tenaga Fungsional Arsiparis sedhnai dalamnya
pengaturan tentang pemberian tunjangan, biaya sipaesd dan pembinaan
karier Arsiparis;

memberikan kesejahteraan kepada Arsiparis dan &eKegrsipan sesuai

dengan tugas dan fungsi berupa Jaminan Kesehatdfxtia Fooding;

menyelenggarakan pendidikan kearsipan;

menyediakan prasarana dan sarana kearsipan semudarssasi peralatan
kearsipan;

menyediakan dana untuk penyelenggaraan kearsipaagek di dalamnya
menyediakan ganti rugi arsip yang bernilai pertamggawaban bagi
Pemerintah Daerah dan Negara yang masih beradan daé@mguasaan
Perorangan atau Badan Swasta;



